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ABSTRAK 

 

DETERMINAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP: ANALISIS PENGARUH 

PDRB PER KAPITA DAN BELANJA LINGKUNGAN HIDUP 

DI PULAU JAWA TAHUN 2016–2024 

 

Oleh 

AHMAD HADI HAFIDI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita dan Belanja 

Lingkungan Hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada enam 

provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2016–2024. Penelitian menggunakan data panel 

dengan variabel dependen berupa IKLH serta variabel independen berupa PDRB per kapita 

dan Belanja Lingkungan Hidup. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel. 

Berdasarkan hasil uji pemilihan model melalui uji Chow dan Hausman, model terbaik yang 

digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKLH, yang 

mengindikasikan bahwa pada periode penelitian peningkatan aktivitas ekonomi yang 

tercermin melalui PDRB per kapita cenderung berjalan seiring dengan perbaikan kualitas 

lingkungan. Sebaliknya, Belanja Lingkungan Hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap 

IKLH, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya 

diikuti oleh efektivitas program dan capaian lingkungan yang terukur. Penelitian ini 

memberikan implikasi kebijakan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan Belanja Lingkungan Hidup melalui program yang lebih tepat 

sasaran, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. 

Kata kunci: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, PDRB Per Kapita, Belanja Lingkungan 

Hidup, Data Panel, Fixed Effect Model, Pulau Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DETERMINANTS OF ENVIRONMENTAL QUALITY: AN ANALYSIS OF THE 

EFFECTS OF GRDP PER CAPITA AND ENVIRONMENTAL EXPENDITURE ON 

JAVA ISLAND, 2016–2024 

 

By 

AHMAD HADI HAFIDI 

 

This study aims to analyze the effects of Gross Regional Domestic Product (GRDP) per 

capita and Environmental Expenditure on the Environmental Quality Index (EQI) in six 

provinces on Java Island during the period 2016–2024. The study employs panel data with 

the Environmental Quality Index (EQI) as the dependent variable, while GRDP per capita 

and Environmental Expenditure serve as the independent variables. Panel data regression 

analysis was applied to estimate the relationship among the variables. Based on the model 

selection tests, namely the Chow test and Hausman test, the Fixed Effect Model (FEM) 

was identified as the most appropriate model. The results indicate that GRDP per capita 

has a positive and statistically significant effect on the Environmental Quality Index, 

suggesting that economic growth, as reflected by higher GRDP per capita, tends to be 

accompanied by improvements in environmental quality during the study period. In 

contrast, Environmental Expenditure does not have a statistically significant effect on the 

Environmental Quality Index, indicating that increased budget allocations have not 

necessarily translated into effective environmental programs and measurable 

environmental outcomes. These findings imply that local governments need to enhance the 

effectiveness of environmental expenditure management through more targeted, 

measurable, and outcome-oriented programs to improve environmental quality. 

Keywords: Environmental Quality Index, GRDP per Capita, Environmental Expenditure, 

Panel Data, Fixed Effect Model, Java Island. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan utama 

hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, 

kesempatan kerja, serta kualitas hidup. Namun demikian, proses pembangunan 

ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi, dan 

investasi sering kali diikuti oleh meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup. 

Tekanan tersebut dapat memicu degradasi lingkungan berupa penurunan kualitas 

sumber daya alam, perubahan penggunaan lahan, pencemaran udara dan air, serta 

meningkatnya beban ekologis yang harus ditanggung oleh suatu wilayah (Rogers 

& Daly, 1996). 

Dalam beberapa dekade terakhir, isu degradasi lingkungan menjadi 

perhatian global seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keterbatasan daya 

dukung dan daya tampung bumi. Peningkatan aktivitas ekonomi yang tidak 

diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai berpotensi melampaui 

kapasitas ekologis lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangunan 

(Ceballos et al., 2017; J. Rockström, 2009).  Oleh karena itu, pengukuran kualitas 

lingkungan hidup menjadi aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. 

Di Indonesia, pengukuran kondisi lingkungan hidup secara komprehensif 

dilakukan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IKLH merupakan indeks 

komposit yang mencerminkan kondisi kualitas lingkungan berdasarkan tiga 

komponen utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Nilai IKLH 

berada pada rentang 0–100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas 
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lingkungan hidup yang lebih baik. Dengan karakteristik tersebut, IKLH banyak 

digunakan sebagai indikator agregat untuk menilai tingkat kualitas lingkungan 

hidup dan tekanan lingkungan yang dihadapi suatu wilayah. 

 

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Menggunakan Datawrapper 

 

Gambar 1 menunjukkan peta sebaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH) Indonesia tahun 2024 dengan rentang nilai 56–83. Skala warna pada peta 

menggambarkan tingkat kualitas lingkungan, di mana semakin mendekati angka 

83 (warna lebih hijau) menunjukkan kualitas lingkungan yang lebih baik, 

sedangkan nilai yang mendekati 56 (warna lebih merah) menunjukkan kualitas 

lingkungan yang relatif lebih rendah. 

Secara umum, sebagian besar provinsi di Indonesia berada pada kategori 

menengah hingga tinggi. Wilayah di luar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama, 

terutama di kawasan Indonesia bagian timur, tampak memiliki nilai IKLH yang 

relatif lebih tinggi. Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa menunjukkan 

variasi nilai yang lebih beragam, dengan beberapa berada pada kisaran menengah. 

Hal ini menunjukkan adanya disparitas kualitas lingkungan antarwilayah yang 

Gambar 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2024 

 

Gambar 0-2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2024 
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dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik ekonomi, tingkat urbanisasi, dan 

kepadatan penduduk. 

Sejumlah penelitian di Indonesia telah mengkaji kualitas lingkungan hidup 

dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa IKLH dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial 

ekonomi, seperti aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, serta kondisi sanitasi dan 

pengelolaan lingkungan. Studi oleh Dinda (2004) menunjukkan bahwa faktor 

pembangunan ekonomi yang tercermin dari PDRB per kapita juga berperan dalam 

menentukan kualitas lingkungan hidup di berbagai provinsi di Indonesia (Dinda, 

2004). 

Namun demikian, hubungan antara pembangunan ekonomi dan kualitas 

lingkungan hidup di Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa 

penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan 

tekanan terhadap lingkungan, terutama pada wilayah dengan tingkat industrialisasi 

dan urbanisasi tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan kritis terhadap hipotesis 

Environmental Kuznets Curve yang menyatakan bahwa perbaikan kualitas 

lingkungan tidak terjadi secara otomatis seiring dengan peningkatan pendapatan 

(Stern, 2004). Di sisi lain, terdapat pula temuan empiris yang menunjukkan adanya 

indikasi kurva EKC di Indonesia, di mana pada tingkat pendapatan tertentu, 

peningkatan ekonomi justru diikuti oleh perbaikan kualitas lingkungan, terutama 

ketika didukung oleh kebijakan lingkungan yang efektif (Panayotou, 2003). 

Selain faktor ekonomi, peran Pemerintah melalui belanja lingkungan hidup 

juga menjadi determinan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor lingkungan 

memiliki pengaruh positif terhadap IKLH karena mampu mendorong program 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang lebih optimal (Kementerian 

Lingkungan Hidup RI, 2022). Namun, efektivitas belanja tersebut sangat 

bergantung pada tata kelola dan implementasi kebijakan di masing-masing daerah. 

Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan 
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ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan publik, sehingga diperlukan analisis empiris 

yang lebih komprehensif, khususnya pada wilayah strategis seperti Pulau Jawa. 

Dari gambar 1 secara keseluruhan, meskipun tidak terdapat provinsi dengan 

kategori sangat rendah, variasi nilai IKLH antarwilayah menunjukkan bahwa 

pembangunan ekonomi dan struktur ekonomi memiliki hubungan yang kompleks 

dengan kualitas lingkungan hidup di Indonesia tahun 2024. 

 

Gambar 2. PDRB di Indonesia Tahun 2024 (Milyar Rupiah) 

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Menggunakan Datawrapper 

Berdasarkan gambar 2, PDRB Indonesia tahun 2024, terlihat bahwa Pulau 

Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional dengan nilai PDRB yang 

jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah lainnya. Provinsi-provinsi 

di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur berada pada 

kategori tertinggi dengan nilai PDRB mencapai lebih dari Rp1.723.718,95 miliar. 

Sementara itu, sebagian besar provinsi di luar Pulau Jawa masih berada pada 

kelompok PDRB yang relatif lebih rendah. Tingginya konsentrasi kegiatan 

ekonomi, industrialisasi, dan urbanisasi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa 

wilayah ini memiliki intensitas pembangunan yang lebih besar sehingga berpotensi 

menimbulkan tekanan lingkungan yang lebih kompleks.  
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Meskipun peta menampilkan seluruh provinsi di Indonesia, penelitian ini 

secara metodologis difokuskan pada provinsi di Pulau Jawa. Pemilihan wilayah 

tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa 

merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, konsentrasi penduduk, aktivitas industri, 

investasi dan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) nasional yang berdampak pada kecilnya nilai IKLH. Dengan tingkat 

urbanisasi dan intensitas ekonomi yang relatif tinggi, Pulau Jawa dipilih karena 

merupakan wilayah yang menghadapi trade-off paling nyata antara pertumbuhan 

ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional 

dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, Pulau Jawa menghadapi 

tekanan lingkungan yang lebih besar dibandingkan wilayah lain sehingga menjadi 

laboratorium empiris yang relevan untuk mengkaji hubungan antara pembangunan 

ekonomi, kebijakan fiskal lingkungan, dan kualitas lingkungan hidup. 

Tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat 

seiring dengan pertumbuhan kepadatan penduduk, ekspansi kegiatan ekonomi, 

kepadatan penduduk berpotensi meningkatkan kebutuhan lahan, energi, dan 

sumber daya alam lainnya (Hashim Zameer et al., 2020; Kirikkaleli et al., 2023). 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan produksi dan 

konsumsi yang apabila tidak diimbangi dengan kebijakan dan teknologi ramah 

lingkungan, dapat memperbesar risiko degradasi lingkungan (Astri, 2011; Crist et 

al., 2017; Ehrlich & Holdren, 1971; Grossman & Krueger, 1995). 

 

Gambar 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 6 Provinsi di Jawa Tahun 2016-2024 
Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 
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Berdasarkan Gambar 4, perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH) di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2016–2024 menunjukkan 

tren yang cenderung meningkat. Pada awal periode penelitian, nilai IKLH masing-

masing provinsi masih berada pada kisaran 35–60 poin, dimana DKI Jakarta 

memiliki nilai terendah dibanding provinsi lainnya. Memasuki tahun 2020, seluruh 

provinsi mengalami peningkatan IKLH yang cukup signifikan. Hingga tahun 2024, 

provinsi seperti Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki nilai IKLH 

tertinggi dengan kisaran sekitar 69–71 poin, sedangkan DKI Jakarta tetap menjadi 

provinsi dengan nilai IKLH terendah meskipun mengalami peningkatan hingga 

sekitar 56 poin. Secara umum, peningkatan IKLH di Pulau Jawa menunjukkan 

adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun. Namun demikian, 

perbedaan tingkat IKLH antarprovinsi mengindikasikan bahwa tekanan 

pembangunan, industrialisasi, dan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah 

memberikan dampak lingkungan yang berbeda-beda. 

Gambar 4. Besaran PDRB Per Kapita 6 Provinsi di Jawa Tahun 2016-2024 (ribu 

rupiah) 

 Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan Gambar 4, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

per kapita enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2016–2024 menunjukkan 

tren yang cenderung meningkat. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai PDRB 

per kapita tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu meningkat dari sekitar 
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Rp150 juta pada tahun 2016 menjadi lebih dari Rp200 juta pada tahun 2024 atau 

mengalami kenaikan sekitar 33,3 persen selama 9 tahun. Sementara itu, Jawa 

Timur meningkat dari sekitar Rp35 juta menjadi Rp45 juta atau naik sekitar 28,6 

persen selama periode penelitian, Banten meningkat dari sekitar Rp30 juta menjadi 

Rp40 juta atau sekitar 33,3 persen, Jawa Barat meningkat dari sekitar Rp30 juta 

menjadi Rp35 juta atau sekitar 16,7 persen, Jawa Tengah meningkat dari sekitar 

Rp25 juta menjadi Rp32 juta atau sekitar 28 persen, serta DI Yogyakarta meningkat 

dari sekitar Rp25 juta menjadi Rp31 juta atau sekitar 24 persen selama periode 

penelitian. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Pulau 

Jawa mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif positif selama periode 

penelitian. Selain itu, tingginya nilai PDRB per kapita di beberapa provinsi juga 

mencerminkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional 

dengan tingkat industrialisasi, urbanisasi, dan kegiatan ekonomi yang cukup tinggi 

dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. 

 

Gambar 5. Belanja Lingkungan Hidup 6 Provinsi di Jawa Tahun 2016-2024 (juta 

rupiah) 

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik 

Gambar 5 menunjukkan perkembangan belanja lingkungan hidup enam 

provinsi di Pulau Jawa selama periode 2016–2024. Secara umum, terdapat 

perbedaan yang cukup mencolok dalam besaran maupun dinamika belanja 

lingkungan hidup antarprovinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan alokasi 
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belanja lingkungan hidup terbesar dibandingkan provinsi lainnya sepanjang 

periode pengamatan. Belanja lingkungan hidup DKI Jakarta mengalami fluktuasi 

yang cukup tinggi, meningkat tajam pada tahun 2019 hingga mencapai puncaknya, 

kemudian menurun pada periode 2020–2022 sebelum kembali meningkat pada 

tahun 2023–2024. Besarnya alokasi anggaran tersebut mencerminkan kapasitas 

fiskal DKI Jakarta yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau 

Jawa. Sementara itu, Jawa Timur menunjukkan lonjakan belanja lingkungan hidup 

yang sangat signifikan pada tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun-

tahun berikutnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya kebijakan atau program 

lingkungan tertentu yang bersifat temporer dan belum berlangsung secara 

berkelanjutan. Di sisi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten 

cenderung memiliki tingkat belanja lingkungan hidup yang lebih rendah dengan 

pola perubahan yang relatif moderat dari tahun ke tahun. 

Perbedaan yang cukup besar antarprovinsi tersebut menunjukkan bahwa 

perhatian dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran 

untuk sektor lingkungan hidup masih beragam. Padahal, Pulau Jawa merupakan 

wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi, dan tekanan terhadap lingkungan yang 

relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan 

pertanyaan mengenai sejauh mana peningkatan pembangunan ekonomi di suatu 

daerah diikuti oleh peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga 

kualitas lingkungan hidup melalui instrumen belanja publik. Selain itu, fluktuasi 

belanja lingkungan hidup yang terjadi pada beberapa provinsi mengindikasikan 

bahwa pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya menjadi prioritas yang 

konsisten dalam perencanaan pembangunan daerah.  

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang mencerminkan 

tingkat kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat di suatu daerah. 

Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung kualitas lingkungan, 

seperti infrastruktur sanitasi, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta 

penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan 

pendapatan masyarakat juga dapat mendorong tumbuhnya kesadaran terhadap 
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pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, PDRB per kapita 

diperkirakan memiliki hubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang tercermin 

dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). 

Di sisi lain, belanja lingkungan hidup menunjukkan adanya ketimpangan 

yang cukup besar antar provinsi. Daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan 

kepadatan penduduk yang tinggi, seperti DKI Jakarta, cenderung memiliki alokasi 

belanja lingkungan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini 

menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan antar 

daerah dalam merespons berbagai permasalahan lingkungan. 

Namun demikian, pengaruh belanja lingkungan hidup terhadap kualitas 

lingkungan hidup diperkirakan bersifat langsung, meskipun efektivitasnya sangat 

bergantung pada kualitas tata kelola dan implementasi kebijakan di masing-masing 

daerah. Belanja lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi instrumen untuk 

mengurangi tekanan lingkungan. Akan tetapi, efektivitas belanja lingkungan hidup 

sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan implementasi kebijakan di masing-

masing daerah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam 

IKLH merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, dan kebijakan 

publik. 

Secara teoritis, peningkatan PDRB per kapita dapat meningkatkan tekanan 

terhadap lingkungan melalui peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, dan 

penggunaan sumber daya alam. Namun, pada tingkat pembangunan tertentu, 

peningkatan pendapatan juga dapat mendorong perbaikan kualitas lingkungan 

melalui peningkatan efisiensi teknologi, kapasitas fiskal, dan kesadaran 

masyarakat terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk 

menguji secara empiris pengaruh PDRB per kapita dan belanja lingkungan hidup 

terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Pulau Jawa dari tahun 

2016-2024. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menganalisis hubungan antara 

pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan dengan menggunakan berbagai 

indikator lingkungan, seperti emisi karbon, kualitas udara, maupun indikator 

lingkungan lainnya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh 
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PDRB per kapita dan belanja lingkungan hidup terhadap Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih relatif 

terbatas. Selain itu, meskipun beberapa provinsi memiliki tingkat pembangunan 

ekonomi yang tinggi, besarnya belanja lingkungan hidup tidak selalu menunjukkan 

pola yang sejalan. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas fiskal 

dan prioritas kebijakan antar daerah dalam mendukung upaya perlindungan 

lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana 

pengaruh PDRB per kapita dan belanja lingkungan hidup terhadap kualitas 

lingkungan hidup yang tercermin dalam IKLH di Pulau Jawa. 

Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam 

menunjang penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Prasetianto, A 

dan Iwan (2023) menemukan bahwa pendapatan dan belanja fungsi lingkungan 

hidup memiliki peran dalam memengaruhi kualitas lingkungan hidup di Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja fungsi lingkungan hidup 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi serta dukungan anggaran 

pemerintah pada sektor lingkungan dapat berkontribusi terhadap perbaikan 

kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi salah satu 

rujukan penting dalam menganalisis hubungan antara PDRB per kapita, belanja 

lingkungan hidup, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2023) pada provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera periode 2016–2019 menemukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH). Sebaliknya, sektor industri terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas lingkungan hidup. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas 

ekonomi tidak selalu diikuti oleh perubahan kualitas lingkungan hidup, sehingga 

hubungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan masih memerlukan 

pengujian lebih lanjut. 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Latifa and Amrita (2018) pada 33 

provinsi di Indonesia periode 2014–2023 menemukan bahwa PDRB per kapita 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
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(IKLH). Selain itu, kepadatan penduduk juga berpengaruh negatif terhadap IKLH, 

sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap 

IKLH. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi masih 

cenderung menimbulkan tekanan terhadap lingkungan hidup.  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Nurhamidah & Suwandana, 

2023) pada 10 provinsi di Pulau Sumatera periode 2015–2020 menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas 

lingkungan hidup. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa peningkatan 

PDRB dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) cenderung menurunkan 

kualitas lingkungan hidup. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas 

ekonomi yang semakin meningkat dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan 

apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan lingkungan yang memadai. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mazwan & Tain (2022) 

menemukan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia pada 

periode 2010–2022. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDB 

berkaitan erat dengan perubahan kondisi kualitas lingkungan, yang 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan memiliki 

hubungan yang saling terkait.  

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (F. Ginting, 2023) menemukan 

bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selain itu, penelitian ini juga 

menemukan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap IKLH, 

penanaman modal asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap IKLH, sedangkan 

energi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Temuan 

ini mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan lebih banyak dipengaruhi oleh 

faktor demografis dan investasi asing dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

itu sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh PDRB per kapita dan belanja lingkungan hidup terhadap kualitas 

lingkungan hidup pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2016–2024. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran faktor 

ekonomi dan kebijakan fiskal daerah dalam mendukung peningkatan kualitas 

lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Determinan Kualitas Lingkungan 

Hidup: Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita dan Belanja Lingkungan Hidup di 

Pulau Jawa Tahun 2016–2024”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan kebijakan fiskal lingkungan terhadap 

kualitas lingkungan hidup di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2016–2024? 

2. Seberapa besar kemampuan PDRB per kapita dan belanja lingkungan hidup 

dalam menjelaskan variabel kualitas lingkungan hidup di provinsi-provinsi 

Pulau Jawa tahun 2016–2024? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap IKLH di Pulau Jawa tahun 

2016–2024.  

2. Menganalisis pengaruh Belanja Lingkungan Hidup terhadap IKLH di Pulau 

Jawa tahun 2016–2024.  

3. Menganalisis kemampuan model dalam menjelaskan variabel IKLH di Pulau 

Jawa tahun 2016–2024. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PDRB per kapita dan belanja 

lingkungan hidup terhadap kualitas lingkungan hidup pada provinsi-provinsi di 

Pulau Jawa tahun 2016–2024. 
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2. Menambah khazanah literatur di bidang ekonomi lingkungan, khususnya 

mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi, belanja lingkungan hidup, 

dan kualitas lingkungan hidup pada tingkat daerah. 

3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi lingkungan, 

khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup 

di Indonesia dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

sebagai indikator kualitas lingkungan. 

4. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus 

menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

5. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang 

memengaruhi kualitas lingkungan hidup dengan menggunakan variabel, 

metode, maupun wilayah penelitian yang berbeda. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori dan Konsep 

2.1.1 Ekonomi Lingkungan dan Degradasi Lingkungan  

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Dengan kata lain lingkungan hidup 

merupakan suatu sistem yang saling berhubungan serta memengaruhi satu sama 

lain antara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan manusia. Isu 

lingkungan hidup semakin memperoleh perhatian dalam proses pembangunan suatu 

negara karena keberadaan lingkungan hidup menjadi faktor penting dalam 

menopang kehidupan manusia dan berbagai aktivitas ekonomi.  

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang berlangsung secara masif dapat 

mengurangi kualitas sumber daya alam dan mengancam keberlanjutan 

pembangunan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan 

produktivitas ekonomi, mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, serta 

menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, implementasi 

pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan menjadi hal yang sangat 

penting untuk diwujudkan. 

Menurut WCED (1987) pembangunan berkelanjutan didefiniskan sebagai 

proses pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri. Konsep ini menekankan adanya keseimbangan antara tiga dimensi utama 

pembangunan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial Yang (2017). Agar hasil 

pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menimbulkan 



15 
 

 
 

kerusakan lingkungan yang berlebihan, maka keseimbangan ketiga dimensi 

tersebut amat diperlukan. 

Selain itu, pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai suatu proses 

yang diarahkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki guna 

mencapai kondisi yang lebih baik secara terus-menerus (Damayanti, 2016). Sejalan 

dengan pandangan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar 

dan terencana dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan 

ekonomi ke dalam seluruh proses pembangunan. Integrasi tersebut bertujuan untuk 

menjamin kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. 

Dalam kajian ekonomi lingkungan, sumber daya alam dan kualitas 

lingkungan dipandang sebagai komponen penting yang mendukung aktivitas 

ekonomi dan proses pembangunan. Thomas (2019) menyatakan bahwa 

ketersediaan sumber daya alam, termasuk kualitas lingkungan hidup, memiliki 

kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Ketidakmampuan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan 

dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang pada akhirnya menghambat 

pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Sebaliknya, perhatian yang lebih besar 

terhadap pelestarian lingkungan serta penggunaan sumber daya alam secara efisien 

dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

(Hardini, 2011). 

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, pembangunan ekonomi pada saat 

ini tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata. Aspek 

lingkungan alam dan sosial juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan 

keberhasilan pembangunan. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau 

output ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu negara atau wilayah dalam 

menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam 

untuk generasi mendatang.  
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Selanjutnya menurut Pearce & e. Turner (1990); World Bank (2012) 

degradasi lingkungan didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kualitas 

lingkungan hidup akibat aktivitas manusia maupun proses alam yang melampaui 

daya dukung dan daya tampung lingkungan. Degradasi lingkungan dapat terjadi 

pada berbagai komponen lingkungan, seperti tanah, air, udara, serta 

keanekaragaman hayati. Dalam konteks pembangunan ekonomi, degradasi 

lingkungan sering muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya aktivitas 

produksi, konsumsi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. 

Dari perspektif ekonomi lingkungan, degradasi lingkungan dapat dijelaskan 

melalui teori eksternalitas yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi sering 

menghasilkan dampak negatif yang tidak tercermin dalam mekanisme harga pasar, 

sehingga menyebabkan kegagalan pasar dan eksploitasi sumber daya yang 

berlebihan (Pigou, 1920). Kondisi ini menimbulkan eksternalitas negatif yang 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang serta mengancam 

keberlanjutan pembangunan ekonomi. Selain itu, teori daya dukung lingkungan 

menegaskan bahwa degradasi terjadi ketika pemanfaatan sumber daya alam dan 

pembuangan limbah melebihi kapasitas lingkungan untuk melakukan regenerasi 

dan asimilasi (Pearce & e. Turner, 1990). 

 

2.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Indikator 

Komposit  

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit 

yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup secara 

menyeluruh. IKLH disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini 

menggabungkan beberapa dimensi utama lingkungan, yaitu kualitas udara, kualitas 

air, dan tutupan lahan, sehingga mampu merepresentasikan kondisi lingkungan 

secara komprehensif. 

Sebagai indikator komposit, IKLH memiliki keunggulan dibandingkan 

indikator tunggal karena mampu menangkap berbagai bentuk tekanan lingkungan 

yang timbul akibat aktivitas ekonomi dan sosial. Nilai IKLH dinyatakan dalam 
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skala indeks 0–100, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi kualitas 

lingkungan hidup yang semakin memburuk. 

Penggunaan IKLH sebagai proksi degradasi lingkungan dinilai relevan 

dalam konteks penelitian di Indonesia karena ketersediaan data yang konsisten 

antarprovinsi dan antarwaktu. Oleh karena itu, IKLH banyak digunakan dalam 

penelitian empiris untuk mengkaji dampak pembangunan ekonomi dan belanja 

lingkungan hidup terhadap kualitas lingkungan hidup. 

 

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah. PDRB 

menunjukkan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai tersebut mencerminkan 

kemampuan suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa serta 

menggambarkan kondisi perekonomian regional secara keseluruhan. PDRB sering 

digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena 

mampu menunjukkan besarnya output ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.  

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB per kapita merupakan nilai PDRB 

atas dasar harga berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah 

dan periode tertentu. Indikator ini menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per 

satu orang penduduk sehingga dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan 

ekonomi rata-rata masyarakat dalam suatu daerah (BPS, 2025). Secara matematis, 

PDRB per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝐷𝑅𝐵

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
 

Berdasarkan rumus tersebut, nilai PDRB per kapita dapat meningkat apabila 

pertumbuhan output ekonomi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk. 

Sebaliknya, apabila jumlah penduduk meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan 

PDRB, maka nilai PDRB per kapita akan cenderung menurun. Dengan demikian, 

PDRB per kapita tidak hanya mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi suatu 
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daerah, tetapi juga menggambarkan kemampuan ekonomi rata-rata yang dapat 

dinikmati oleh penduduk. 

Menurut Todaro (2015), pendapatan per kapita merupakan salah satu 

indikator penting dalam mengukur tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah. 

Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan adanya peningkatan kapasitas 

produksi, kesempatan kerja, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, banyak penelitian pembangunan ekonomi 

menggunakan pendapatan per kapita sebagai proksi tingkat kesejahteraan dan 

kemajuan ekonomi suatu daerah. 

Selanjutnya, Mankiw (2003) menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan 

per kapita terjadi ketika pertumbuhan output ekonomi lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan penduduk. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

pendapatan per kapita mencerminkan peningkatan produktivitas faktor-faktor 

produksi, akumulasi modal, kemajuan teknologi, serta efisiensi penggunaan sumber 

daya. Dengan demikian, PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator untuk 

menilai keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonominya. 

Meskipun demikian, peningkatan PDRB per kapita tidak selalu berdampak 

positif terhadap kualitas lingkungan hidup. Peningkatan aktivitas ekonomi sering 

kali diikuti oleh meningkatnya konsumsi energi, eksploitasi sumber daya alam, 

ekspansi kawasan industri, serta bertambahnya volume limbah dan emisi yang 

dihasilkan dari proses produksi. Apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan 

lingkungan yang efektif, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas 

lingkungan hidup. Oleh karena itu, hubungan antara pembangunan ekonomi dan 

kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam kajian ekonomi 

pembangunan dan ekonomi lingkungan, mengingat keduanya memiliki keterkaitan 

yang erat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 
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2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah dan Belanja Lingkungan Hidup  

Belanja lingkungan hidup merupakan bagian dari kebijakan fiskal 

pemerintah yang berperan dalam mengatasi kegagalan pasar (market failure), 

khususnya yang disebabkan oleh adanya eksternalitas negatif dari aktivitas 

ekonomi. Dalam perspektif teori keuangan publik yang dikemukakan oleh 

Musgrave (1959), lingkungan hidup dikategorikan sebagai barang publik (public 

goods) yang memiliki sifat non-rival dan non-excludable, sehingga tidak dapat 

disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, pemerintah 

memiliki peran strategis dalam menyediakan dan menjaga kualitas lingkungan 

melalui intervensi anggaran, termasuk belanja lingkungan hidup. Dalam konteks 

ini, belanja lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengeluaran, tetapi 

juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan sumber 

daya alam. 

Lebih lanjut, dalam teori ekonomi lingkungan yang dipelopori oleh Pigou 

(1920), pencemaran lingkungan dipandang sebagai eksternalitas negatif yang 

timbul akibat aktivitas produksi dan konsumsi. Aktivitas ekonomi seringkali tidak 

memasukkan biaya kerusakan lingkungan ke dalam struktur biaya produksi, 

sehingga menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya. Untuk mengatasi hal 

tersebut, diperlukan intervensi pemerintah baik melalui regulasi maupun instrumen 

fiskal, termasuk belanja lingkungan hidup. Belanja ini dapat digunakan untuk 

mendanai program pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, serta 

rehabilitasi lingkungan. Dengan demikian, belanja lingkungan hidup berfungsi 

sebagai mekanisme koreksi untuk menginternalisasi biaya eksternalitas ke dalam 

sistem ekonomi. 

Namun demikian, efektivitas belanja lingkungan dalam meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kebijakan 

yang diterapkan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian empiris sebelumnya 

(Halkos & Paizanos, 2013). 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu, baik pada tingkat internasional maupun nasional, 

menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB per kapita, belanja lingkungan hidup, 

dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bersifat kompleks serta belum 

menunjukkan hasil yang konsisten. Perbedaan temuan empiris tersebut dapat 

dipengaruhi oleh variasi indikator lingkungan yang digunakan, metode analisis 

yang diterapkan, serta karakteristik dan kebijakan masing-masing wilayah 

penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris 

dengan menganalisis pengaruh PDRB per kapita dan belanja lingkungan hidup 

terhadap kualitas lingkungan hidup menggunakan IKLH sebagai indikator 

komposit pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

N

No 

Nama dan 

tahun 

penelitian 

Judul Hasil 

1

1 

(Prasetianto, 

A dan Iwan, 

2023) 

Pengaruh 

Pembangunan 

Ekonomi-Sosial 

dan  

Desentralisasi 

Fiskal Terhadap 

Kualitas 

Lingkungan  

Hidup di 

Indonesia 

Pendapatan dan belanja fungsi lingkungan 

hidup memiliki peran dalam memengaruhi 

kualitas lingkungan hidup di Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa belanja fungsi lingkungan hidup 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas lingkungan hidup. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan 

kapasitas ekonomi serta dukungan anggaran 

pemerintah pada sektor lingkungan dapat 

berkontribusi terhadap perbaikan kualitas 

lingkungan hidup. Oleh karena itu, 

penelitian tersebut menjadi salah satu 

rujukan penting dalam menganalisis 

hubungan antara PDRB per kapita, belanja 

lingkungan hidup, dan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). 
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N

No 

Nama dan 

tahun 

penelitian 

Judul Hasil 

2

2 

Ramadhan 

(2023) 

Dampak 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap 

Kualitas 

Lingkungan  

Hidup di 

Provinsi Pulau 

Sumatera 

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). Sebaliknya, 

sektor industri terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas lingkungan 

hidup. Temuan ini menunjukkan bahwa 

peningkatan aktivitas ekonomi tidak selalu 

diikuti oleh perubahan kualitas lingkungan 

hidup, sehingga hubungan antara 

pembangunan ekonomi dan lingkungan 

masih memerlukan pengujian lebih lanjut. 

3

3 

Latifa and 

Amrita 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Pembangunan 

Ekonomi 

Terhadap Indeks 

Kualitas 

Lingkungan  

Hidup di 

Indonesia 

PDRB per kapita berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). Selain itu, 

kepadatan penduduk juga berpengaruh 

negatif terhadap IKLH, sedangkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

berpengaruh positif terhadap IKLH. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan aktivitas ekonomi masih 

cenderung menimbulkan tekanan terhadap 

lingkungan hidup, sehingga mendukung 

asumsi awal teori Environmental Kuznets 

Curve (EKC) pada negara berkembang 

seperti Indonesia. 
 

 

4

4 Halkos & 

Paizanos 

(2013) 

Government 

Expenditure and 

Environment 

Belanja pemerintah dalam memperbaiki 

kualitas lingkungan sangat bergantung pada 

kondisi ekonomi masing-masing negara. 

5

5 

Yani et al., 

(2023) 

Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup Dan 

Determinannya: 

Studi Kasus Di 

Indonesia 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kualitas lingkungan 

hidup. PDRB sektor pertanian tidak 

berpengaruh terhadap IKLH. 

6

6 

Nurhamidah 

& 

Suwandana 

(2023) 

Pengaruh 

Indikator 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kualitas lingkungan 

hidup. Hasil regresi data panel 

menunjukkan bahwa peningkatan PDRB 
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N

No 

Nama dan 

tahun 

penelitian 

Judul Hasil 

terhadap 

Kualitas 

Lingkungan  

Hidup Provinsi 

di Pulau 

Sumatera 

dan Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) cenderung menurunkan kualitas 

lingkungan hidup. Temuan tersebut 

mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi 

yang semakin meningkat dapat memberikan 

tekanan terhadap lingkungan apabila tidak 

diimbangi dengan kebijakan perlindungan 

lingkungan yang memadai. 

 

7

7 

Hashim 

Zameer et 

al. (2020) 

Investigasi 

empiris terhadap 

pengembangan 

sumber daya 

alam yang 

terkoordinasi, 

pembangunan 

keuangan, dan 

efisiensi ekologi 

di Tiongkok 

Daerah-daerah dengan perkembangan 

ekonomi yang relatif terbelakang 

mempunyai ketergantungan yang 

berlebihan terhadap sumber daya alam 

9

8 

Mazwan & 

Tain, (2022) 

Analisis 

Environmental 

Kuznets Curve 

(Menyeimbangk

an Industri Hijau 

dan Degradasi 

Lingkungan di 

Indonesia) 

Terdapat korelasi positif dan signifikan 

antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

di Indonesia pada periode 2010–2022. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 

PDB berkaitan erat dengan perubahan 

kondisi kualitas lingkungan, yang 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan kualitas lingkungan memiliki 

hubungan yang saling terkait.  

 

1

9 
Stern (2004) 

The Rise and 

Fall of the 

Environmental 

Kuznets Curve 

Hubungan pertumbuhan ekonomi–

lingkungan tidak konsisten dan dipengaruhi 

institusi serta teknologi. 

1

10 

F. Ginting, 

dkk. (2023) 

Determinan 

Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup dengan 

Pengujian  

Environmental 

Kuznet Curve 

Produk Domestik Bruto (PDRB) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Selain 

itu, penelitian ini juga menemukan bahwa 

kepadatan penduduk berpengaruh 

signifikan terhadap IKLH, penanaman 
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N

No 

Nama dan 

tahun 

penelitian 

Judul Hasil 

modal asing (PMA) berpengaruh signifikan 

terhadap IKLH, sedangkan energi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

lingkungan hidup. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa kualitas 

lingkungan lebih banyak dipengaruhi oleh 

faktor demografis dan investasi asing 

dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi itu sendiri. 

 

1

11 

Massora, 

(2023) 

Analisis 

Determinan 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup Di 

Indonesia 

Produk domestik bruto berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan 

Variabel Konsumsi energi berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. 

Produk domestic bruto berpengaruh negatif 

karena, output PDB yang dihasilkan melalui 

aktivitas perekonomian senantiasa 

menimbulkan  

kerusakan Lingkungan. 

Sumber: Disusun oleh peneliti, 2026 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen dalam menjelaskan determinan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode 2016–

2024. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indeks komposit yang 

mencerminkan kondisi kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Sementara itu, 

variabel independen yang diduga memengaruhi IKLH terdiri atas PDRB per kapita 

sebagai proksi pembangunan ekonomi dan Belanja Lingkungan Hidup sebagai 

proksi intervensi pemerintah. Hubungan antarvariabel tersebut dianalisis 

menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh pembangunan ekonomi dan 

kebijakan lingkungan pemerintah terhadap kualitas lingkungan hidup. 
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Pembangunan Ekonomi 

Berkelanjutan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator 

komposit yang digunakan untuk menggambarkan 

kondisi kualitas lingkungan hidup secara 

menyeluruh 

Meningkatkan IKLH di Pulau Jawa 

Belanja Lingkungan Hidup 

sebagai intervensi 

Pemerintah 

PDRB Per kapita sebagai proksi 

pembangunan ekonomi 

PDRB per kapita mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Peningkatan PDRB per kapita dapat 

memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan melalui peningkatan 

kapasitas ekonomi, adopsi teknologi yang lebih efisien, serta meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Di sisi lain, 

Belanja Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga 

dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui berbagai program pengendalian 

pencemaran, konservasi sumber daya alam, rehabilitasi lingkungan, dan 

pengelolaan sampah. Oleh karena itu, semakin tinggi PDRB per kapita dan semakin 

besar Belanja Lingkungan Hidup yang dialokasikan pemerintah, maka diharapkan 

dapat mendorong peningkatan nilai IKLH sebagai indikator kualitas lingkungan 

hidup yang lebih baik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 0-1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Kerangka Pemikiran 

2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu, 

maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Diduga PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa dari tahun 2016-2024. 
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H2: Diduga Belanja Lingkungan Hidup berpengaruh positif terhadap Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa dari tahun 2016-2024. 

H3: Diduga PDRB per kapita, Belanja Lingkungan Hidup secara Bersama-sama 

berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa dari 

tahun 2016-2024. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

eksplanatori. Pendekatan eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel independen, yaitu PDRB per kapita dan belanja lingkungan 

hidup, terhadap variabel dependen berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan karakteristik masing-

masing variabel penelitian selama periode pengamatan. Analisis deskriptif 

dilakukan melalui penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, serta ukuran statistik 

deskriptif seperti nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. 

Selanjutnya, hubungan antarvariabel dianalisis menggunakan metode regresi data 

panel untuk menguji pengaruh PDRB per kapita dan belanja lingkungan hidup 

terhadap IKLH pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2016–2024. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

merupakan kombinasi dari data cross section dan time series (runtun waktu). Data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahunan dalam bentuk cross-

section dan time series (runtun waktu) selama periode 2016-2024, yang 

menjelaskan pengaruh berdasarkan kecukupan data. Penelitian ini menggunakan 

variabel PDRB Per kapita dan belanja lingkungan hidup sebagai variable 

independen serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai variabel dependen. 

Untuk memperjelas pengukuran setiap variabel yang digunakan, disusun tabel 

operasionalisasi variabel penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 
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Table 2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Nama 

Variabel 

Jenis 

Variabel 

Proksi/Indikator Satuan 

Penguk

uran 

Sumber Data 

1 Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

Dependen Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(komposit: kualitas 

udara, kualitas air, 

tutupan lahan) 

Indeks  

(0–100) 

BPS (bersumber 

dari 

Kementerian 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan) 

2

2 

PDRB Per 

kapita 

Independen PDRB per kapita 

atas dasar harga 

konstan 

Juta 

Rupiah 
BPS 

4

3 

Belanja 

Lingkungan 

Hidup 

Independen Belanja fungsi 

Lingkungan 

Hidup (APBD) 

Juta 

Rupiah 

BPS (bersumber 

dari Kemenkeu) 

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2026 

Terdapat data Belanja Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 

dan 2018 yang tidak tersedia pada sumber data utama. Untuk mempertahankan 

keseimbangan data panel (balanced panel), nilai yang hilang tersebut diestimasi 

menggunakan metode interpolasi linier berdasarkan nilai pada periode sebelum dan 

sesudahnya. Metode ini digunakan karena jumlah data yang hilang relatif sedikit 

sehingga tidak mengubah karakteristik data secara signifikan. 

 

3.3. Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan 

Banten. Pemilihan wilayah penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pulau 

Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional dengan tingkat pembangunan, 

urbanisasi dan industrialisasi yang relatif tinggi dibanding wilayah lainnya di 

Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan Pulau Jawa memiliki tekanan lingkungan 

yang cukup besar sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara pembangunan 

ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. 
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Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data time series dan 

cross section. Data time series yang digunakan mencakup periode tahun 2016–2024, 

sedangkan data cross section meliputi enam provinsi di Pulau Jawa. Pemilihan 

periode penelitian tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dan 

konsisten terkait variabel penelitian, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH), PDRB per kapita, dan Belanja Lingkungan Hidup. 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel menjelaskan secara operasional dari variabel-

variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel 

dalam model ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

IKLH merupakan variabel dependen yang dipergunakan dalam penelitian 

ini sebagai proksi dari kualitas lingkungan hidup. IKLH merupakan indeks 

komposit yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup berdasarkan kualitas 

udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Nilai IKLH dinyatakan dalam skor indeks 

dengan rentang 0–100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas 

lingkungan hidup yang lebih baik. 

 

2. PDRB Per Kapita 

PDRB per kapita merupakan variabel independen utama dalam penelitian 

ini yang digunakan sebagai proksi pembangunan ekonomi. PDRB per kapita 

diperoleh dari pembagian antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan 

jumlah penduduk pada masing-masing provinsi. Variabel ini menggambarkan 

tingkat rata-rata pendapatan masyarakat serta tingkat pembangunan ekonomi suatu 

daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita menunjukkan bahwa tingkat aktivitas 

ekonomi dan pendapatan masyarakat di suatu wilayah semakin tinggi. 
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Dalam penelitian ini, PDRB per kapita digunakan untuk menganalisis 

pengaruh pembangunan ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa. 

Data PDRB per kapita diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Untuk keperluan analisis, variabel PDRB per 

kapita ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln). Transformasi 

logaritma dilakukan untuk mengurangi perbedaan skala data yang terlalu besar 

antarprovinsi, menstabilkan varians data, serta membantu memenuhi asumsi dalam 

model regresi sehingga hasil estimasi yang diperoleh menjadi lebih baik dan tidak 

bias. 

3. Belanja Lingkungan Hidup 

Belanja Lingkungan Hidup (BLH) merupakan variabel kontrol dalam 

penelitian ini yang digunakan untuk menggambarkan pengeluaran pemerintah 

daerah pada sektor lingkungan hidup. Variabel ini mencerminkan bentuk intervensi 

pemerintah dalam upaya menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup melalui berbagai program dan kebijakan lingkungan. Belanja 

lingkungan hidup meliputi pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk 

pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, konservasi lingkungan, 

rehabilitasi lahan, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta program perlindungan 

lingkungan lainnya. 

Dalam penelitian ini, variabel Belanja Lingkungan Hidup diukur 

menggunakan realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup pemerintah daerah pada 

masing-masing provinsi di Pulau Jawa selama periode 2016–2024. 

Untuk meningkatkan kualitas model regresi dan mengurangi permasalahan 

heteroskedastisitas, variabel Belanja Lingkungan Hidup ditransformasikan ke 

dalam bentuk logaritma natural (Ln_BLH). Transformasi logaritma juga dilakukan 

untuk menstabilkan varians data serta mengurangi perbedaan skala antarprovinsi 

dalam pengeluaran lingkungan hidup. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model ekonometrika persamaan linear berganda yang menggabungkan data cross 

section dan time series ini disebut data panel (panel polled data). Proses 

pembentukan data panel adalah dengan menggabungkan unit deret waktu dengan 

lintang silang sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Ada beberapa 

keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel 

yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu 

menyediakan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan degree of freedom 

yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari time series dan cross 

section dapat mengatasi masalah yang timbul (Widarjono, 2005). 

 

3.5.1. Model Regresi 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji 

pengaruh PDRB per kapita dan Belanja Lingkungan Hidup terhadap Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode 

2016–2024. Analisis regresi data panel dipilih karena data yang digunakan 

merupakan kombinasi data runtut waktu (time series) dan data antarwilayah (cross 

section), sehingga mampu menangkap variasi data yang lebih besar serta 

menghasilkan estimasi yang lebih efisien. 

Secara umum, model regresi awal dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

IKLH_it = β₀ + β₁PDRBPC_it + β₂BLH_it + e_it 

Namun, karena terdapat perbedaan skala data yang cukup besar 

antarvariabel dan antarprovinsi, maka variabel PDRB per kapita dan Belanja 

Lingkungan Hidup ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln). 

Menurut Gujarati (2006), transformasi logaritma dapat digunakan untuk 

mengurangi heterogenitas varians, memperkecil pengaruh pencilan (outlier), 

memperbaiki distribusi data, serta menghasilkan model yang lebih baik untuk 
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diestimasi. Oleh karena itu, model empiris yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

IKLH_it = β₀ + β₁LnPDRBPC_it + β₂LnBLH_it + e_it 

Keterangan: 

IKLH_it  : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi i pada tahun t 

β₀   : konstanta (intersep) 

β₁, β₂    : koefisien regresi 

LnPDRBPC_it : logaritma natural PDRB per kapita 

LnBLH_it   : logaritma natural Belanja Lingkungan Hidup 

e_it    : error term 

Koefisien β₁ menunjukkan besarnya pengaruh pembangunan ekonomi 

terhadap kualitas lingkungan hidup, sedangkan koefisien β₂ menunjukkan besarnya 

pengaruh Belanja Lingkungan Hidup terhadap kualitas lingkungan hidup. Nilai 

koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan variabel independen 

cenderung meningkatkan nilai IKLH, sedangkan koefisien yang negatif 

menunjukkan bahwa peningkatan variabel independen cenderung menurunkan nilai 

IKLH. 

3.5.2. Metode Estimasi Model Regresi 

1. Pendekatan Comman Effect 

Common Effect Model (CEM) atau sering disebut sebagai Pooled Least 

Square (PLS) merupakan pendekatan regresi data panel yang paling sederhana. 

Model ini menggabungkan data time series dan cross section ke dalam satu 

persamaan regresi tanpa membedakan karakteristik khusus antarindividu maupun 

antarwaktu. Dengan demikian, CEM mengasumsikan bahwa intersep dan slope 

regresi bersifat konstan untuk seluruh unit cross section dan periode pengamatan. 

Dalam penelitian ini, Common Effect Model digunakan sebagai salah satu 

pendekatan untuk mengestimasi pengaruh PDRB per kapita dan Belanja 

Lingkungan Hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 
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provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode 2016–2024. Secara umum, bentuk 

persamaan Common Effect Model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β₀ + β₁X₁it + β₂X₂it + ε_it 

Keterangan: 

Y : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

X₁, X₂ : Logaritma natural PDRB per kapita provinsi i pada tahun t 

β₀ : Konstanta 

β₁, β₂  : Koefisien regresi 

ε_it  : Error term 

Karena Common Effect Model diestimasi menggunakan metode Ordinary 

Least Squares (OLS), maka diperlukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan 

bahwa model memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). 

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

 

2. Pendekatan Fixed Effect 

Fixed Effect Model (FEM) atau biasa disebut dengan Least Squares Dummy 

Variable (LSDV), merupakan metode yang melihat perbedaan antara individu. 

Model  𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan: 

𝑌 : Variabel terikat 

𝑋1, 𝑋2 : Variabel bebas 

𝛽0 : Konstanta 

𝛽1, 𝛽2 : Parameter atau koefisien regresi 

ε_it  : Error term 

Dalam pendekatan Fixed Effect Model (FEM) akan menghasilkan dugaan 

parameter yang tidak bias dan efisien, namun terdapat kelemahan dalam pendekatan 

ini, yang di mana jumlah unit observasinya besar maka akan mengurangi derajat 

bebas model, dan akan mengurangi tingkat keakuratan model. 
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3. Pendekatan Random Effect 

Pada Fixed Effect Model (FEM), perbedaan karakteristik antarindividu 

diakomodasi melalui penggunaan variabel dummy untuk setiap unit cross section. 

Pendekatan ini memungkinkan adanya perbedaan intersep antarindividu yang 

dianggap tetap (fixed) selama periode pengamatan. Namun, penggunaan banyak 

variabel dummy dapat mengurangi derajat kebebasan (degree of freedom) dan 

meningkatkan jumlah parameter yang harus diestimasi. 

Sebagai alternatif, digunakan Random Effect Model (REM) atau Error 

Component Model (ECM). Berbeda dengan FEM, REM tidak memasukkan 

variabel dummy secara eksplisit, melainkan mengakomodasi perbedaan 

karakteristik individu melalui komponen galat (error component). Dalam model ini, 

efek individu dianggap bersifat acak (random) dan tidak berkorelasi dengan 

variabel independen yang digunakan dalam model. Oleh karena itu, Random Effect 

Model dapat menghasilkan estimasi yang lebih efisien apabila asumsi tersebut 

terpenuhi. 

  𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan: 

𝑌 : Variabel terikat 

𝑋1, 𝑋2 : Variabel bebas 

𝛽0 : Konstanta 

𝛽1, 𝛽2 : Parameter atau koefisien regresi 

ε_it  : Error term 

 

Dalam hal ini, karena adanya perbedaan antara variabel gangguan didalam 

persamaan tersebut. Maka metode OLS tidak dapat digunakan untuk menghasilkan 

estimasi yang efisien. Sehingga metode ini tepat digunakan pada estimasi model 

random effect adalah Generalized Least Square (GLS). 
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3.5.3. Uji Spesifikasi Model 

Menurut (Widarjono, 2005) bahwa terdapat tiga teknik atau pengujian dalam 

pemilihan regresi data panel yang dipergunakan, antara lain sebagai berikut. 

1. Uji Chow 

Uji ini dipergunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect 

Model (FEM) dengan Common Effect Model (CEM), dengan hipotesis pada uji 

chow adalah sebagai berikut: 

𝐻0 : Common Effect Model (Prob > 0,05) 

𝐻𝑎 : Fixed Effect Model (Prob < 0,05) 

Dalam hal ini, jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka 

model yang terbaik untuk digunakan adalah Common Effect Model. Namun, jika 

hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model yang terbaik untuk 

digunakan adalah Fixed Effect Model, selanjutnya pengujian akan berlanjut ke uji 

Hausman. 

2. Uji Hausman 

Uji ini dipergunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect 

Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM), dengan hipotesis pada uji 

hausman adalah sebagai berikut: 

𝐻0 : Random Effect Model (Prob > 0,05) 

𝐻𝑎 : Fixed Effect Model (Prob < 0,05) 

Dalam hal ini, jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka 

model yang terbaik untuk digunakan adalah Random Effect Model. Namun, jika 

hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model yang terbaik untuk 

digunakan adalah Fixed Effect Model, dan pengujian akan berlanjut ke Lagrange 

Mulitiplier (LM). 

3. Uji Lagrange Mulitiplier (LM) 

Uji ini dipergunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model 

(CEM), dengan Random Effect Model (REM), dengan hipotesis pada uji Lagrange 

Mulitiplier (LM) adalah sebagai berikut: 
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𝐻0 : Common Effect Model (Prob > 0,05) 

𝐻𝑎 : Random Effect Model (Prob < 0,05) 

Dalam hal ini, jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka 

model yang terbaik untuk digunakan adalah Common Effect Model. Namun, jika 

hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model yang terbaik untuk 

digunakan adalah Random Effect Model. Common Effect Model (CEM) atau biasa 

disebut pula dengan Pooled Least Square (PLS), merupakan salah satu pendekatan 

yang paling sederhana, yang hanya mengkombinasikan data time series dan cross 

section. Sehingga dalam hal ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun 

individu, atau dengan kata lain diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam 

berbagai kurun waktu. 

 

3.5.4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik, dalam regresi berganda, terbagi menjadi empat 

bagian antara lain, sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model 

regresi terdistribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas diperlukan agar 

pengujian statistik yang dilakukan dapat menghasilkan estimasi yang valid. Dalam 

penelitian ini, normalitas residual diuji menggunakan uji Jarque-Bera (J-B) yang 

tersedia pada aplikasi EViews (Widarjono, 2005). 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H₀ : Residual terdistribusi normal. 

H𝑎 : Residual tidak terdistribusi normal. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai Jarque-Bera lebih kecil dari nilai χ² tabel atau nilai probability (p-

value) lebih besar dari tingkat signifikansi (α = 0,05), maka H₀ diterima dan 

residual terdistribusi normal. 
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2. Jika nilai Jarque-Bera lebih besar dari nilai χ² tabel atau nilai probability (p-

value) lebih kecil dari tingkat signifikansi (α = 0,05), maka H₀ ditolak dan 

residual tidak terdistribusi normal. 

  

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varians residual yang 

konstan (homoskedastisitas). Apabila varians residual berbeda antar Pobservasi, 

maka terjadi masalah heteroskedastisitas yang dapat menyebabkan estimasi 

parameter menjadi tidak efisien. 

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji 

Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H₀ : Tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hₐ  : Terjadi heteroskedastisitas. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probability (p-value) > α (0,05), maka H₀ diterima dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika nilai probability (p-value) < α (0,05), maka H₀ ditolak dan terjadi 

heteroskedastisitas. 

  

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara 

residual pada periode sekarang dengan residual pada periode sebelumnya dalam 

suatu model regresi. Autokorelasi umumnya sering terjadi pada data time series atau 

data panel karena adanya hubungan antarwaktu dalam observasi penelitian. Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak mengalami autokorelasi, karena autokorelasi 

dapat menyebabkan estimasi model menjadi tidak efisien dan mengurangi 

keakuratan pengujian statistik. 

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW). Nilai statistik Durbin-Watson kemudian dibandingkan dengan nilai 

batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tabel Durbin-Watson sesuai jumlah 

observasi dan jumlah variabel independen dalam model penelitian. 

Hipotesis dalam uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 

𝐻0 : Tidak terdapat autokorelasi 

𝐻𝑎 : Terdapat autokorelasi 

Kriteria pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

Jika nilai DW < dl, maka terjadi autokorelasi positif.  

Jika nilai DW > 4 - dl, maka terjadi autokorelasi negatif.  

Jika nilai du < DW < 4 -du, maka tidak terjadi autokorelasi.  

Jika nilai dl < DW , du atau 4 – du < DW , 4 - dl, maka hasil pengujian berada 

pada daerah tanpa keputusan (inconclusive).  

Dalam penelitian ini, model regresi dinyatakan memenuhi asumsi 

autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada pada daerah yang menunjukkan 

tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. 

 

3. Deteksi Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Menurut 

Nachrowi dan Usman (2006), multikolinearitas merupakan kondisi ketika terdapat 

hubungan yang tinggi antarvariabel bebas sehingga dapat menyebabkan 

ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi dan menyulitkan interpretasi 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas yang tinggi. 
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Dalam penelitian ini, deteksi multikolinearitas dilakukan dengan 

menggunakan matriks korelasi (correlation matrix) antarvariabel independen. 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai koefisien korelasi antarvariabel independen < 0,85, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. 

2. Jika nilai koefisien korelasi antarvariabel independen > 0,85, maka dapat 

disimpulkan terjadi multikolinearitas. 

Dengan demikian, semakin rendah nilai korelasi antarvariabel independen, 

semakin kecil kemungkinan terjadinya masalah multikolinearitas dalam model 

regresi. 

3.1.1. Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah PDRB per kapita dan Belanja Lingkungan Hidup 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di 

Pulau Jawa tahun 2016–2024. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai 

probabilitas (p-value) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen. 

 

Hipotesis 1 

H₀ : β₁ = 0, maka PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IKLH di 

Pulau Jawa tahun 2016–2024. 

Hₐ : β₁ ≠ 0, maka PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap IKLH di Pulau 

Jawa tahun 2016–2024. 

Hipotesis 2 

H₀ : β₂ = 0, maka Belanja Lingkungan Hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap 

IKLH di Pulau Jawa tahun 2016–2024. 
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Hₐ : β₂ > 0, maka Belanja Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IKLH di Pulau Jawa tahun 2016–2024. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel a t a u  jika nilai probabilitas (p-value) < α 

(0,05), maka H₀ ditolak dan Hₐ diterima. Artinya, variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel a t a u  j ika nilai probabilitas (p-value) > α 

(0,05), maka H₀ diterima dan Hₐ ditolak. Artinya, variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

2. Uji F Statistik 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh PDRB per kapita dan 

Belanja Lingkungan Hidup secara simultan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) di Pulau Jawa tahun 2016–2024. 

 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H₀ : β₁ = β₂ = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Hₐ : Minimal terdapat satu βᵢ ≠ 0, artinya paling tidak terdapat satu variabel 

independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai F-hitung > F-tabel atau nilai probabilitas (Prob(F-statistic)) < α 

(0,05), maka H₀ ditolak dan Hₐ diterima. Artinya, variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Jika nilai F-hitung < F-tabel atau nilai probabilitas (Prob(F-statistic)) > α 

(0,05), maka H₀ diterima dan Hₐ ditolak. Artinya, variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

3.1.2. Uji Koefisien Determinan (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam 

suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1 

(0 ≤ R² ≤ 1). 

Interpretasi nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai R² mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

2. Jika nilai R² mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen semakin besar. Dengan kata lain, sebagian besar 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat 

dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 

3.2. Metode Analisis Data Penelitian 

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum mengenai karakteristik data penelitian secara sistematis melalui penyajian 

angka-angka statistik. Menurut Widarjono (2005), analisis deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan dan meringkas data sehingga informasi yang terkandung di 

dalamnya dapat dipahami dengan lebih mudah. 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan 

menyajikan ukuran statistik seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi. Selain itu, analisis ini juga didukung dengan 

penyajian tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi data. Melalui analisis 

deskriptif, dapat diketahui pola perkembangan, variasi, serta karakteristik masing-

masing variabel penelitian selama periode pengamatan. 
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Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan 

perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), PDRB per kapita, dan 

Belanja Lingkungan Hidup pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 

2016–2024. Hasil analisis ini memberikan informasi awal mengenai kondisi 

kualitas lingkungan hidup, tingkat pembangunan ekonomi, dan alokasi belanja 

lingkungan hidup pada masing-masing provinsi. Dengan demikian, analisis 

deskriptif dapat menjadi dasar dalam memahami karakteristik data sebelum 

dilakukan analisis regresi data panel. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data panel enam provinsi di Pulau Jawa selama 

periode 2016–2024 menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), 

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang melekat pada proses 

pembangunan ekonomi dibandingkan oleh instrumen fiskal lingkungan yang 

bersifat langsung. 

Temuan pertama menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil ini 

mengindikasikan bahwa pada konteks Pulau Jawa, peningkatan aktivitas ekonomi 

tidak lagi identik dengan penurunan kualitas lingkungan hidup. Sebaliknya, 

pertumbuhan ekonomi cenderung berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas 

lingkungan. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa sebagian wilayah di 

Pulau Jawa telah mengalami proses transformasi pembangunan yang ditandai oleh 

meningkatnya efisiensi ekonomi, pergeseran struktur ekonomi menuju sektor yang 

relatif lebih modern, serta semakin besarnya kapasitas masyarakat dan pemerintah 

dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan dalam penelitian ini lebih 

mencerminkan proses adaptasi dan transformasi pembangunan daripada sekadar 

peningkatan aktivitas produksi semata. 

Temuan kedua menunjukkan bahwa Belanja Lingkungan Hidup 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IKLH. Hasil ini mengandung 

makna bahwa keberadaan anggaran lingkungan hidup tetap bergerak dalam arah 

yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan, namun pengaruhnya belum cukup 

kuat untuk menjadi faktor utama yang menjelaskan perubahan IKLH di Pulau Jawa. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan hidup tidak semata-
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mata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah, 

tetapi sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan, ketepatan 

sasaran program, serta kemampuan pemerintah mengintegrasikan isu lingkungan 

ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, penelitian ini 

menunjukkan bahwa peningkatan anggaran lingkungan tidak secara otomatis 

menghasilkan peningkatan kualitas lingkungan apabila tidak diikuti oleh tata kelola 

dan mekanisme implementasi yang efektif. 

Temuan ketiga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan 

penjelasan yang sangat kuat, dengan nilai Adjusted R² sebesar 0,81. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar variabel kualitas lingkungan hidup di Pulau 

Jawa dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor ekonomi dan kebijakan yang dianalisis 

dalam penelitian. Tingginya daya jelaskan model mengindikasikan bahwa dinamika 

lingkungan hidup di Pulau Jawa memiliki keterkaitan yang erat dengan proses 

pembangunan ekonomi daerah. Dengan karakteristik Pulau Jawa sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi nasional, pusat urbanisasi, dan pusat konsentrasi penduduk, 

kualitas lingkungan hidup tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan-

perubahan struktural yang terjadi dalam sistem pembangunan dibandingkan oleh 

faktor-faktor yang bersifat acak atau temporer. 

Temuan keempat menunjukkan adanya perbedaan karakteristik lingkungan 

yang cukup kuat antarprovinsi sebagaimana tercermin dalam nilai individual effect 

pada model Fixed Effect. Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur 

memiliki karakteristik yang secara relatif mendukung pencapaian kualitas 

lingkungan hidup yang lebih baik setelah pengaruh PDRB per kapita dan Belanja 

Lingkungan Hidup dikendalikan. Sebaliknya, DKI Jakarta menunjukkan individual 

effect negatif yang sangat besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya 

tingkat kemajuan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan suatu 

wilayah dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Dalam kasus Jakarta, 

tekanan yang berasal dari kepadatan penduduk, urbanisasi, aktivitas transportasi, 

keterbatasan ruang ekologis, dan konsentrasi aktivitas ekonomi menghasilkan 

beban lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. 

Oleh karena itu, kualitas lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh kapasitas 
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ekonomi dan fiskal suatu daerah, tetapi juga oleh batas-batas ekologis yang melekat 

pada karakteristik wilayah tersebut. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas 

lingkungan hidup di Pulau Jawa lebih erat berkaitan dengan proses transformasi 

pembangunan ekonomi daripada peningkatan belanja lingkungan hidup secara 

langsung. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan 

lingkungan tidak dapat dicapai hanya melalui penambahan anggaran, tetapi 

memerlukan perubahan yang lebih mendasar dalam pola pembangunan. Dengan 

demikian, tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Pulau Jawa bukan 

sekadar memperbesar kapasitas fiskal untuk sektor lingkungan, melainkan 

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, tata kelola pembangunan, dan 

pengelolaan lingkungan berjalan dalam arah yang saling memperkuat. Dalam 

perspektif yang lebih luas, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas lingkungan 

hidup merupakan hasil interaksi antara kemajuan ekonomi, efektivitas kebijakan 

publik, dan karakteristik struktural wilayah yang membentuk dinamika 

pembangunan masing-masing provinsi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

 

1. Bagi Pemerintah Daerah di Pulau Jawa 

Pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan lingkungan hidup tidak 

hanya pada peningkatan besaran anggaran, tetapi juga pada peningkatan efektivitas 

penggunaan anggaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja 

Lingkungan Hidup belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IKLH, 

sehingga evaluasi terhadap kualitas program, ketepatan sasaran kegiatan, serta 

mekanisme pengawasan dan pelaksanaan anggaran perlu diperkuat. Dengan 

demikian, orientasi kebijakan tidak hanya berfokus pada besarnya dana yang 

dialokasikan, tetapi juga pada pencapaian outcome lingkungan yang terukur. 
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Selain itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan tujuan lingkungan ke 

dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Mengingat PDRB per kapita 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKLH, maka strategi 

pembangunan ekonomi sebaiknya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor 

yang lebih efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi 

dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup. 

 

2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki individual 

effect negatif yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Oleh 

karena itu, kebijakan lingkungan di Jakarta perlu difokuskan pada penanganan 

faktor-faktor struktural yang menjadi sumber tekanan lingkungan, seperti 

kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta 

tingginya aktivitas ekonomi dan transportasi. 

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jakarta juga memerlukan 

pendekatan lintas wilayah melalui penguatan kerja sama dengan kawasan 

penyangga Jabodetabek, mengingat sebagian permasalahan lingkungan bersifat 

regional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah provinsi 

secara individual. 

 

3. Bagi Pemerintah Pusat 

Pemerintah pusat perlu mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja 

belanja lingkungan hidup yang lebih berorientasi pada hasil (outcome-based 

evaluation). Penilaian keberhasilan program lingkungan sebaiknya tidak hanya 

didasarkan pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada kontribusinya terhadap 

peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup. 

Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat sinergi antara kebijakan 

ekonomi dan kebijakan lingkungan melalui pengembangan ekonomi hijau (green 

economy), sehingga peningkatan aktivitas ekonomi tidak menimbulkan tekanan 

lingkungan yang semakin besar di masa mendatang. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan 

variabel PDRB per kapita dan Belanja Lingkungan Hidup sebagai faktor yang 

memengaruhi IKLH. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menambahkan variabel lain yang secara teoritis berpotensi memengaruhi kualitas 

lingkungan hidup, seperti kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, struktur industri, 

konsumsi energi, emisi karbon, kualitas tata kelola pemerintahan, maupun tingkat 

pendidikan masyarakat. 

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan 

variabel belanja lingkungan hidup dengan pendekatan lag untuk mengidentifikasi 

kemungkinan adanya pengaruh jangka menengah dan jangka panjang dari 

kebijakan fiskal lingkungan terhadap kualitas lingkungan hidup. 
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